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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan 

minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, 

Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang 

menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya 

angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam 

penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada 

keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta 

para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada 

tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi 

sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat 

dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa. 

Kata Kunci: Diskresi kepolisian, minuman keras, penegakan hukum, Desa Buti 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic 

beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo 

Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused 

various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this 

context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only 

oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a 

qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected 

through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti 

Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study 

indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to 

repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of 

discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, 

and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more 

appropriate and contextual policies in handling similar cases. 

Keywords: Police discretion, alcoholic beverages, law enforcement, Buti Village 

 

PENDAHULUAN 

Hukum memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan manusia, sehingga 

pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional agar perlindungan tersebut dapat terwujud. 

Dengan penerapan hukum yang baik, kehidupan masyarakat dapat berjalan secara tertib, damai, 

dan normal. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan proses penegakan 

hukum. Penegakan hukum ini membutuhkan adanya kepastian hukum yang berfungsi 

mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum menjadi harapan 
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masyarakat karena melalui hal tersebut, ketertiban, keamanan, dan kedamaian dapat tercipta. 

Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya manfaat nyata dari proses penegakan hukum 

tersebut (Mozin, 2024). 

Salah satu permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah 

adalah meningkatnya konsumsi minuman keras di tengah masyarakat. Konsumsi alkohol secara 

berlebihan dapat memengaruhi perilaku individu secara negatif, yang berpotensi menimbulkan 

berbagai bentuk penyimpangan sosial, seperti aksi balap liar yang membahayakan pengguna 

jalan lain, menciptakan gangguan ketertiban umum, serta mengganggu kenyamanan 

masyarakat. Penggunaan minuman beralkohol juga sering dikaitkan dengan meningkatnya 

angka kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, 

aparat kepolisian memegang peran sentral dalam mengawasi serta menegakkan aturan terkait 

peredaran dan konsumsi alkohol, meskipun dalam praktiknya mereka kerap kali harus 

menggunakan diskresi atau kebijakan tertentu dalam penanganan kasus. 

Alkohol membawa dampak buruk yang luas, baik bagi individu maupun lingkungan 

sosial. Dampak tersebut meliputi gangguan kesehatan seperti kerusakan organ, penyakit kanker, 

gangguan kejiwaan, dan ketergantungan. Selain itu, timbul pula persoalan pribadi seperti 

perilaku agresif, kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, konflik hubungan, hingga risiko 

bunuh diri. Di tingkat sosial, alkohol turut menyebabkan kecelakaan, tindak kriminal, 

instabilitas sosial, meningkatnya beban biaya kesehatan, dan turunnya produktivitas kerja. 

Polisi merupakan lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban 

publik, serta berwenang menangkap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Polisi juga 

dapat diartikan sebagai aparatur negara atau pegawai negeri yang bertugas dalam pemeliharaan 

ketertiban dan keamanan publik (Nasrudin, 2017). Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, 

kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan hak serta kewajiban yang 

dimiliki oleh polisi. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, kepolisian 

dipandang sebagai titik awal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, 

polisi berperan sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) yang menangani tahap awal dalam 

menerapkan hukum pidana terhadap pelanggar agar dapat diproses lebih lanjut dalam Sistem 

Peradilan Pidana (Sholeh & Wahyuningsih, 2021). 

Berdasarkan uraian dalam Pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang 

memiliki kandungan alkohol dan berpotensi menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, minuman 

keras dapat dikategorikan sebagai zat yang bersifat memabukkan serta menimbulkan risiko bagi 

kesehatan fisik maupun mental manusia (Mohamad Rizkia, 2021). Minuman keras telah lama 

menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat karena efek buruk yang ditimbulkannya. 

Konsumsi minuman ini tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga berpotensi 

merusak tatanan sosial secara luas serta memicu berbagai bentuk tindak kriminal. 

Desa Buti, yang terletak di Kecamatan Mananggu, telah mengalami peningkatan 

penggunaan minuman keras dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya 

menimbulkan masalah kesehatan bagi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak negatif 

pada kehidupan sosial dan keamanan di desa tersebut. 

   

METODE PENELITIAN 

Pe.ne.litian ini me.nggunakan pe.nde.katan de.skriptif adalah je.nis pe.ne.litian ilmiah yang 

be.rtujuan untuk me.nggambarkan atau me.ngungkapkan karakte.ristik suatu fe.nome.na atau 

populasi de.ngan cara yang siste.matis dan te.rpe.rinci. Tujuan utamanya adalah untuk 

me.nggambarkan ke.adaan atau sifat suatu fe.nome.na se.cara akurat dan me.nye.luruh. Dalam 

pe.ne.litian de.skriptif, pe.ne.liti tidak be.rusaha untuk me.ne.mukan hubungan se.bab-akibat atau 
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me.nje.laskan me.ngapa fe.nome.na te.rse.but te.rjadi, me.lainkan le.bih fokus pada 

me.ndokume.ntasikan dan me.nggambarkan apa yang ada. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di lokasi pe.ne.litian, pe.ne.liti me.miliki pe.ran ganda se.bagai partisipan dan pe.ngamat. 

Se.bagai partisipan, pe.ne.liti turut se.rta dalam pe.ngalaman yang sama de.ngan partisipan lain 

untuk me.mfasilitasi pe.ngamatannya te.rhadap me.re.ka de.ngan le.bih e.fisie.n. Se.lain itu, 

ke.be.radaan pe.ne.liti yang dike.nali ole.h informan akan me.mbantu dalam pe.ngumpulan data 

se.suai de.ngan me.todologi yang te.lah dire.ncanakan. Dalam konte.ks ini, pe.ne.liti akan 

me.ngumpulkan data, dan Anda akan be.rtugas se.bagai analis untuk me.nganalisis data te.rse.but 

guna me.mahami diskre.si ke.polisian te.rhadap ke.polisian pe.nggunaan minuman ke.ras yang 

be.re.dar di De.sa Buti Pe.nggunaan minuman ke.ras di be.rbagai wilayah ke.rap me.nimbulkan 

dampak ne.gatif yang signifikan te.rhadap ke.te.rtiban dan ke.se.lamatan masyarakat. Tidak hanya 

me.mbahayakan ke.se.hatan individu, konsumsi alkohol be.rle.bihan juga se.ring kali me.njadi 

pe.micu be.rbagai inside.n ke.ke.rasan dan ke.ce.lakaan. Untuk me.mahami se.jauh mana 

pe.ngaruhnya dalam konte.ks lokal, be.rikut disajikan data inside.n di De.sa Buti yang be.rkaitan 

langsung de.ngan pe.nggunaan minuman ke.ras. 

 

Hasil 

Be.rdasarkan data inside.n di De.sa Buti antara tahun 2021 hingga 2024, dite.mukan bahwa 

konsumsi minuman ke.ras se.pe.rti CT, BIR, dan PINARACI se.cara signifikan be.rkontribusi 

te.rhadap be.rbagai be.ntuk ke.kacauan sosial, te.rmasuk ke.ce.lakaan lalu lintas, pe.nganiayaan, 

tawuran, ke.ke.rasan dalam rumah tangga, hingga bunuh diri. Se.luruh ke.jadian te.rcatat 

be.rlangsung pada malam hari, me.nunjukkan adanya kore.lasi antara konsumsi miras di malam 

hari de.ngan pe.ningkatan risiko tindakan de.struktif. Je.nis minuman ke.ras CT paling se.ring 

te.rlibat dalam inside.n, baik se.cara tunggal maupun kombinasi de.ngan minuman lain, se.rta dua 

dari tujuh kasus be.rujung pada ke.matian. Te.muan ini me.nunjukkan pe.rlunya inte.rve.nsi se.rius 

me.lalui e.dukasi masyarakat, pe.ngawasan distribusi miras, dan pe.ne.gakan hukum di tingkat 

lokal untuk me.nce.gah ke.rugian sosial yang le.bih be.sar akibat pe.nyalahgunaan alkohol. 

Dalam upaya me.nangani dampak buruk dari pe.nyalahgunaan minuman ke.ras, pe.ran 

ke.polisian me.njadi sangat pe.nting, khususnya me.lalui tindakan diskre.si dalam pe.ne.gakan 

hukum di lapangan. Diskre.si ke.polisian me.rupakan ke.bijakan atau ke.putusan yang diambil ole.h 

pe.tugas be.rdasarkan pe.rtimbangan situasional de.mi te.rcapainya ke.adilan dan ke.te.rtiban. 

  

Tabel 1. Data Penggunaan Minuman Keras di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten 

Boalemo 

No  Jenis insiden  Lokasi 

kejadian 

Waktu 

kejadian 

Jumlah 

korban 

Jenis 

Minuman 

keras 

Ket. 

Tambahan  

1 Ke.ce.lakaan 

Lalu Lintas 

De.sa 

buti 

2021-12-

15 23:45 

3 luka-

luka 

CT Pe.nge.mudi 

ke.hilangan 

ke.ndali 

se.te.lah 

pe.sta miras 

2 Pe.nganiayaan De.sa 

buti 

2021-01-

08 01:30 

1 luka 

be.rat 

PINARACI Pe.rke.lahian 

antar te.man 

saat mabuk 

3 Tawuran De.sa 

buti 

2022-11-

27 22:10 

5 luka 

ringan 

BIR DAN 

CT 

Tawuran 

antar 
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ke.lompok 

pe.muda 

usai minum 

be.rsama 

4 Ke.ke.rasan 

Dalam 

Rumah 

Tangga 

De.sa 

buti 

2022-03-

05 19:00 

1 luka 

ringan 

CT Pe.laku 

dalam 

ke.adaan 

mabuk 

be.rat 

5 Tabrak Lari De.sa 

buti 

2023-02-

21 00:20 

1 

me.ninggal 

CT Pe.laku 

me.larikan 

diri usai 

pe.sta ulang 

tahun 

6 Pe.mbakaran De.sa 

buti 

2023-10-

12 02:00 

Tidak ada 

korban 

BIR Pe.laku 

me.mbakar 

warung 

usai ce.kcok 

kare.na 

mabuk 

7 Bunuh Diri De.sa 

buti 

2024-04-

10 04:45 

1 

me.ninggal 

CT DAN 

BIR 

Diduga 

de.pre.si dan 

pe.ngaruh 

alkohol 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa konsumsi minuman keras di Desa Buti 

Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berkontribusi terhadap berbagai bentuk gangguan 

sosial yang serius, mulai dari kekerasan antar individu, kriminalitas, hingga insiden fatal. Pola 

kejadian menunjukkan bahwa sebagian besar insiden terjadi pada malam hingga dini hari, 

mengindikasikan waktu rawan akibat pengaruh alkohol. Jenis minuman keras yang dikonsumsi 

pun beragam, termasuk CT, bir, dan minuman lokal seperti PINARACI, yang menunjukan 

keterjangkauan dan aksesibilitas minuman beralkohol di lingkungan tersebut. Berbagai insiden 

ini mencerminkan dampak multidimensi dari alkohol terhadap keamanan, kesehatan, dan 

stabilitas sosial masyarakat, yang menuntut intervensi dari berbagai pihak secara terpadu.  

 

                          
Gambar 1. Dokumentasi Penelitian 

 

Kedua dokumentasi ini menunjukkan keterlibatan aktif peneliti sebagai partisipan 

sekaligus pengamat dalam menggali data lapangan secara menyeluruh. 
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Pembahasan  

Pelaksanaan diskresi kepolisian merupakan salah satu bentuk kewenangan penting yang 

dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan di luar ketentuan hukum yang 

bersifat normatif, berdasarkan situasi konkret dan kepentingan umum. Di Desa Buti, 

Kecamatan Mananggu, penyalahgunaan minuman keras telah menjadi salah satu permasalahan 

sosial yang cukup memprihatinkan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, 

tetapi juga menciptakan efek domino terhadap aspek lain seperti kekerasan dalam rumah 

tangga, kecelakaan lalu lintas, serta kriminalitas tingkat lokal (Sari et al., 2023; Nasrudin, 

2017). 

Dalam menghadapi kompleksitas ini, polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum di 

masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif atau formalistik. Dibutuhkan 

pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yaitu melalui diskresi yang didasarkan pada 

pertimbangan sosial, budaya, dan kemanfaatan hukum secara luas (Amiarso, 2021; Andi 

Haerur, 2018). 

Secara teoritis, diskresi dipahami sebagai suatu bentuk kebebasan bertindak yang 

diberikan kepada pejabat administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya, tanpa 

selalu harus terikat secara ketat pada aturan hukum. Nata, sebagaimana dikutip oleh Ridwan 

(Murdan & Mustaqilla, 2022), menyatakan bahwa diskresi merupakan suatu kebebasan 

administratif yang mengutamakan efektivitas pencapaian tujuan ketimbang legalitas yang 

bersifat kaku. Dalam hukum administrasi negara, konsep ini dikenal sebagai Freies Ermessen, 

yang berarti suatu bentuk kebebasan bagi pejabat publik untuk melakukan penilaian sendiri 

berdasarkan pertimbangan rasional terhadap kondisi nyata di lapangan. 

Diskresi yang dijalankan oleh kepolisian di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat 

baik secara normatif maupun konstitusional. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan 

hukum, di antaranya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang menegaskan 

tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan 

umum. Lebih spesifik, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada polisi untuk bertindak 

atas diskresinya dalam keadaan tertentu guna menjamin ketertiban dan perlindungan 

masyarakat (Sholeh & Wahyuningsih, 2021; Anakotta et al., 2021). Selain itu, KUHAP Pasal 

5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j menyebutkan fungsi penyelidikan dan 

tindakan lain yang diperlukan oleh polisi dalam pelaksanaan tugasnya (Taufiqurrahman, 2019). 

Salah satu bentuk pelaksanaan diskresi yang paling dominan dalam konteks penanganan 

penyalahgunaan miras di Desa Buti adalah pada aspek pencegahan. Polisi tidak serta-merta 

melakukan penangkapan atau penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan, melainkan 

lebih mengedepankan pendekatan persuasif seperti sosialisasi, penyuluhan hukum, dan patroli 

dialogis (Ahmad Sidiq Muafi, 2021; Nasrudin, 2017). Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

polisi menjalankan peran sosial sebagai edukator dan pembina masyarakat. Diskresi preventif 

ini sangat penting karena mampu menjangkau akar masalah, yaitu minimnya kesadaran hukum 

masyarakat dan budaya lokal yang menganggap konsumsi miras sebagai hal biasa (Murdan & 

Mustaqilla, 2022). 

Meskipun pendekatan preventif diutamakan, diskresi dalam bentuk penindakan juga 

tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, terutama ketika penyalahgunaan miras sudah 

mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan korban. Dalam hal ini, polisi menggunakan 

diskresi untuk memutuskan apakah suatu kasus perlu dibawa ke jalur hukum atau cukup 

diselesaikan melalui teguran, mediasi, atau pembinaan langsung (Amiarso, 2021; Jefry Kocu et 

al., 2023). Penilaian ini memperhitungkan berbagai aspek seperti usia pelaku, latar belakang 

sosial, frekuensi pelanggaran, serta potensi dampak lanjutan. 
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Pendekatan ini menggambarkan bagaimana diskresi dijalankan secara proporsional dan 

manusiawi, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan ketertiban umum. Dengan demikian, 

polisi dapat menghindari tindakan berlebihan yang justru bisa memperburuk hubungan dengan 

masyarakat (Fitriyani, 2022; Sulaiman, 2019). 

Dimensi rehabilitatif dari diskresi juga menjadi fokus penting dalam penanganan 

masalah miras di Desa Buti. Polisi tidak hanya menghentikan perilaku penyalahgunaan secara 

temporer, tetapi juga mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan melalui pendekatan 

pembinaan. Bentuk nyata dari pendekatan ini adalah kerja sama dengan tokoh agama, lembaga 

sosial, serta keluarga pelaku dalam upaya memulihkan mereka dari ketergantungan alkohol 

(Salwa Yulianti, 2020). Dalam beberapa kasus, pelaku juga diarahkan untuk mengikuti program 

pelatihan atau kegiatan produktif agar tidak kembali terlibat dalam perilaku menyimpang. 

Pendekatan rehabilitatif ini selaras dengan semangat restorative justice, di mana tujuan 

penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan 

menyembuhkan individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Mozin, 2024). 

Pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup integritas dan kompetensi personel 

kepolisian dalam menilai kondisi sosial dan membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, 

faktor eksternal meliputi ekspektasi masyarakat, tekanan sosial, keterbatasan sarana-prasarana, 

serta pengaruh budaya lokal terhadap persepsi masyarakat mengenai miras (Anakotta et al., 

2021; Ahmad Sidiq Muafi, 2021). 

Oleh karena itu, diskresi bukanlah wewenang yang dapat digunakan secara 

sembarangan, melainkan harus dijalankan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan akuntabel 

(Amiarso, 2021; Murdan & Mustaqilla, 2022). Dengan memadukan prinsip hukum, 

pertimbangan moral, dan pendekatan sosial, pelaksanaan diskresi di Desa Buti telah 

menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berbasis pada keadilan substantif dan 

kemanusiaan mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih bermakna dan berkelanjutan 

(Mozin, 2024; Nasrudin, 2017). 

Dengan demikian, pembahasan penerapan diskresi kepolisian terhadap pelanggaran 

penggunaan minuman keras sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal 

seperti undang-undang, masyarakat, sarana prasarana, maupun faktor internal seperti 

profesionalisme dan integritas aparat kepolisian. Diskresi ini memungkinkan kepolisian untuk 

menyesuaikan tindakan hukum dengan situasi yang ada, dan lebih memilih pendekatan 

rehabilitatif yang dapat membawa dampak positif jangka panjang bagi pemulihan sosial pelaku. 

Dalam konteks ini, kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga 

sebagai agen perubahan sosial yang berupaya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan 

hukum dan kesejahteraan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Pe.ne.litian ini me.nyimpulkan bahwa pe.laksanaan diskre.si ke.polisian dalam me.nangani 

pe.nyalahgunaan minuman ke.ras (miras) di De.sa Buti, Ke.camatan Mananggu, me.rupakan 

be.ntuk adaptasi hukum yang re.sponsif te.rhadap konte.ks sosial dan budaya masyarakat. Diskre.si 

digunakan tidak hanya dalam be.ntuk pe.nindakan, te.tapi juga pe.nce.gahan dan re.habilitasi, 

se.hingga me.nciptakan pe.nde.katan yang le.bih humanis, e.dukatif, dan kolaboratif. Pe.nde.katan 

pre.ve.ntif dilakukan me.lalui sosialisasi, pe.nyuluhan hukum, dan ke.rja sama de.ngan tokoh 

masyarakat. Pe.nindakan te.tap dijalankan se.cara proporsional ke.tika situasi me.nuntut, 

se.me.ntara pe.nde.katan re.habilitatif me.ne.kankan pada pe.mulihan pe.laku me.lalui konse.ling dan 

program pe.mbinaan. Diskre.si ini dijalankan be.rdasarkan pe.rtimbangan hukum, moral, dan 

sosial, se.rta didukung le.gitimasi normatif dalam siste.m hukum Indone.sia. Ke.se.luruhan strate.gi 

ini me.mbuktikan bahwa diskre.si ke.polisian yang akuntabe.l dan konte.kstual mampu 
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me.nciptakan pe.rubahan sosial yang be.rmakna, me.mpe.rkuat hubungan antara aparat dan 

masyarakat, se.rta me.ningkatkan e.fe.ktivitas pe.ne.gakan hukum be.rbasis ke.adilan substantif dan 

ke.manusiaan.  

Diskre.si ke.polisian dalam pe.nanganan pe.langgaran pe.nggunaan minuman ke.ras 

me.mungkinkan polisi untuk me.ngambil tindakan fle.ksibe.l be.rdasarkan situasi yang ada, 

de.ngan me.ngutamakan pe.nde.katan re.habilitatif daripada pe.nindakan hukum ke.ras. Hal ini 

me.mbantu me.ngurangi dampak ne.gatif se.pe.rti pe.nahanan be.rle.bihan dan me.mbe.rikan solusi 

yang le.bih konstruktif. Diskre.si ini didasarkan pada ke.we.nangan yang dibe.rikan ole.h Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang me.mbe.ri polisi ruang untuk be.rtindak se.suai pe.rtimbangan 

me.re.ka dalam me.nciptakan ke.adilan dan ke.te.rtiban. Se.lain itu, faktor pe.ne.gak hukum, se.pe.rti 

profe.sionalisme. polisi, be.rpe.ran pe.nting dalam me.ne.ntukan apakah pe.nde.katan re.habilitatif 

atau pe.nindakan yang le.bih te.pat. Aspirasi masyarakat yang le.bih me.milih pe.nye.le.saian damai 

juga me.ndorong polisi untuk me.milih re.habilitasi, se.me.ntara sarana prasarana dan budaya 

hukum di masyarakat me.mpe.ngaruhi e.fe.ktivitas pe.ne.rapan diskre.si. Se.cara ke.se.luruhan, 

diskre.si ke.polisian dalam kasus pe.nggunaan minuman ke.ras me.mungkinkan pe.ne.gakan hukum 

yang le.bih manusiawi dan be.rfokus pada pe.mulihan sosial, yang be.rdampak positif bagi 

masyarakat dan pe.laku. 
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